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Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, September 2019. 

Praktikan menjalani praktik kerja lapangan selama empat puluh 

hari kerja yang terhitung dari 22 Juli 2019 sampai dengan 13 September 

2019 pada Subbagian Verifikasi Anggaran, Biro Perencanaan Keuangan, 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang beralamat di Jalan Jendral 

Gatot Subroto 10, Jakarta 12710. 

Pada Subbagian Verifikasi Anggaran, Biro Perencanaan dan 

keungan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia praktikan ditugaskan 

membantu tugas-tugas dari Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

Membayar, tugas yang dilaksanakan praktikan antara lain, menguji Surat 

Permintaan Pembayaran perjalanan dinas dan kelengkapan dokumen 

pendukungnya, membuat Surat Perintah Membayar menggunakan Sistem 

Aplikasi Satker, mentransfer Arsip Data Komputer Surat Perintah 

Membayar ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara melalui Sistem 

Aplikasi Satker, mengarsipkan dokumen Surat Perintah Membayar, dan 

mengantar/mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen 

pendukungnya atau Surat Perintah Membayar kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen. 
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Fakultas Ekonomi, Univesitas Negeri Jakarta. Laporan ini disusun atas 

hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di Biro Perencanaan dan 

Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selama empat puluh 

hari kerja yaitu terhitung dari 22 Juli 2019 sampai dengan 13 September 

2019. 

Selama pelaksanaan dan penyusunan laporan praktik kerja 

lapangan, ada berbagai pihak yang membantu praktikan, oleh karenanya, 

praktikan mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Choirul Anwar, S.E., M.B.A, MAFIS, CPA selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan 

membantu praktikan dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan; 

2. Dr. IGKA Ulupui, SE., M.Si, Ak, CA selaku Koordinator Pogram Studi 

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta; 

3. Prof. Dedi Purwana ES, M. Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta; 
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4. Sri Nisfia Soekarno, S.E., M.Ec.Dev. selaku pembimbing praktikan 

yang telah membimbing praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan sehingga mendapat pengalaman dan pengetahuan; 

5. Seluruh karyawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoensia yang 

telah menerima praktikan selama empat puluh hari kerja yang telah 

memberikan banyak pengalaman; 

6. Kedua orang tua dan kakak yang memberikan dukungan baik materi 

dan moril; 

7. Teman – teman Akuntansi 2016 yang senantiasa memberikan 

dukungan atas penyusunan laporan praktik kerja lapangan; 

Praktikan menyadari atas ketidak sempurnaan dalam penulisan 

laporan praktik kerja lapangan. Maka dari itu, praktikan mohon maaf yang 

sebesar-besarnya atas kekurangan laporan ini. Praktikan sangat senang 

menerima kritik dan saran terhadap penuliasan laporan praktik kerja 

lapangan agar semakin sesuai, sehingga laporan ini dapat memberikan 

manfaat bagi yang membaca. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Indonesia. 

Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan 

pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia 

yang banyak, namun sumber daya manusia yang banyak tidak menjamin 

memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu faktor 

banyaknya pengangguran adalah sedikitnya angkatan kerja yang 

berkompeten.  

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja pada 

Agustus 2019 sebanyak 133,56 juta orang, naik 2,55 juta orang dibanding 

Agustus 2018. Pada Agustus 2019, sebanyak 126,51 juta orang adalah 

penduduk bekerja dan sebanyak 7,05 juta orang menganggur. 

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran meningkat 50 ribu 

orang. 

Besarnya anggaran bidang Pendidikan yang mencapai 20% dari 

nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk peningkatan kulitas sumber daya manusia, 

utamanya sumber daya manusia yang akan masuk dalam bursa kerja 
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dengan memperbanyak cakupan pendidikan kejuruan dan ketrampilan 

serta melalui Balai-balai Latihan Kerja (Maryati, 2015). 

Perguruan tinggi yang merupakan faktor utama sebagai pencetak 

calon tenaga kerja terdidik diharapkan mampu menciptakan kualitas 

lulusan yang berkompeten dan siap kerja.  

Mahasiswa sebagai penerus generasi selanjutnya harus mampu 

mengikuti perkembangan dan menghadapi persaingan kerja, maka dari itu 

sebelum lulus mahasiswa harus mempersiapkan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan agar tidak kalah bersaing ketika terjun di 

dunia kerja nanti karena sudah siap kerja. 

Mahasiswa tidaklah cukup jika hanya belajar di kelas perkuliahan 

saja, kerena terkadang pembelajaran di kelas dengan yang ada di dunia 

kerja mempunyai perbedaan. 

Oleh karena itu, dalam usaha agar mahasiswa mempunyai 

kompetensi yang dibutuhkan dan pengalaman, selain melalui kegiatan 

belajar mengajar di perkuliahan, mahasiswa juga bisa memperolehnya  di 

luar kelas perkuliahan. 

Melihat kenyataan tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta memberi fasilitas kepada para mehasiswa untuk melaksanakan 

praktik kerja lapangan atau magang. Program magang yang menempatkan 

mahasiswa di perusahaan-perusahaan dan organisasi lainnya bertujuan 

untuk mendorong pengalaman kerja sehingga mahasiswa akan mencapai 

tingkat keterampilan yang diperlukan untuk menunjang teori-teori yang 
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telah diperoleh. Tujuan lainnya, untuk memberikan gambaran dunia kerja 

bagi para mahasiswa tingkat akhir (Fakultas Ekonomi, 2012) 

Magang meningkatkan kesempatan kerja bagi mahasiswa karena 

memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan kerja dan nilai- nilai 

kerja, fokus pada pilihan karir mereka, langsung mengakses sumber 

pekerjaan, bahkan cara untuk meyakinkan perusahaan bahwa mereka 

mampu bekerja dengan baik (Fathina, 2017). 

 

  

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Didasari pada latar belakang Praktik Kerja Lapangan tersebut, maka 

maksud dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja; 

2. Mendapat informasi dan menemukan kendala yang berguna untuk 

menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan; 

3. Menerapkan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan dan manambah 

wawasan di luar perkuliahan. 

Berdasarkan latar belakang dan maksud Praktik Kerja Lapangan,  

maka muncul tujuan-tujuan dari Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut: 

1. Menjadi lulusan yang siap kerja; 

2. Menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dengan bobot dua 

Satuan Kredit Semester sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa 

program studi S1 Akuntansi; 

3. Praktikan mendapat wawasan lebih dan kompetensi yang berguna di 

dunia kerja. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan memberi manfaat bagi 

tiga pihak, yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat mendapat gambaran tentang bagaimana dunia kerja yang 

sesungguhnya; 

b. Dapat memperdalam dan meningkatkan keterampilan dalam 

aplikasi yang digunakan di instansi; 

c. Dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu yang di dapat di 

bangku perkuliahan selama Praktik Kerja Lapangan; 

d. Memperluas relasi yang diharapkan nantinya berguna untuk 

praktikan; 

e. Sebagai sarana untuk melatih tanggung jawab dan kedisiplinan 

praktikan; 

2. Bagi Fakulatas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menghasilkan lulusan yang siap kerja sehingga dapat bersaing 

ketika sudah lulus nanti; 

b. Menambah relasi kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta 

dengan para instansi dan perusahaan; 

c. Sebagai bahan evaluasi program studi Akuntansi Universitas 

Negeri Jakarta dalam membuat kurikulum yang sesuai dengan yang 

dibutukan industri saat ini; 
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3. Bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

a. Membantu meringankan pekerjaan para pegawai Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia; 

b. Mendapat pengetahuan baru dari praktikan milenial yang kreatif dan 

inovatif; 

c. Membangun kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta yang 

diharapkan nantinya berguna dalam mendapatkan sumber daya 

manusia yang mumpuni untuk bekerja. 

 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksankan praktik kerja lapangan di Subbagian 

Verifikasi Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia. Lembaga Ilmu Pengethauan Indoensia merupakan 

lembaga pemerintah non kementrian yang berkelas dunia dalam penelitian, 

pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan 

daya saing bangsa yang bertangung jawab kepada Presiden di bawah 

koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Berikut informasi kontak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di mana 

praktikan melaksankan praktik kerja lapangan: 

Nama lembaga : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Alamat   : Gedung Sasana Widya Sarwono Jl. Jend. Gatot  

 Subroto 10, Jakarta Selatan 12710  

Telepon  : +62 21 522 5711 

Email   : humas@mail.lipi.go.id 

mailto:humas@mail.lipi.go.id
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Praktikan memilih Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia sebagai 

tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena  tempat tinggal 

praktikan relatif dekat dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta 

terjangkau oleh bus Transjakarta sehingga akan menghemat waktu dan 

biaya untuk perjalanan dari tempat tinggal praktikan ke tempat 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Selanjutnya praktikan mendapat info 

bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneia menerima mahasiswa untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dengan bertanya melalui telepon. 

Adapun alasan lain yang mendasari praktikan memilih melaksanakan 

praktik kerja lapangan di Biro Perencanaan dan Keuangan  Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia karena syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia mudah dan kemungkinan diterima tinggi. 

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 

mencari-mencari perusahaan yang dapat menerima mahasiswa untuk 

melaksanakan praktik kerja lapangan melalui internet, telepon, dan 

mendatanginya secara langsung, pencarian ini dilakukakan sejak bulan 

Februari 2019 sampai dengan Juni 2019. 

Setelah mengetahui perusahaan mana saja yang menerima 

mahasiswa Praktik Kerja Lapangan, selanjutnya praktikan mengajukan 
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surat permohonan Praktik Kerja Lapangan secara online melalui 

website sipermawa yang terhubung ke Biro Akademik, 

Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat. 

Praktikan awalnya ke bagian kemahasiswaan di Gedung R untuk 

dibukakan form surat Praktik Kerja Lapangan secara mandiri, 

selanjutnya praktikan login SIPERMAWA untuk membuat surat 

permohonan Praktik Kerja Lapangan yang ditujukan kepada Kepala 

Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 

kemudian praktikan menunggu surat disetujui oleh Biro Akademik 

Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat, cara untuk mengetahui 

bahwa surat disetujui yaitu dengan melihat di SIPERMAWA pada 

bagian Cek Status Surat, jika status surat menunjukan Proses Selesai 

Ambil di BAKHUM, maka surat sudah bisa diambil dan diberikan ke 

tempat praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu di Biro 

Perencanaan dan Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

Setelah memberikan surat, keesokan harinya praktikan dihubungi untuk 

wawancara, dan diberitahu bahwa praktikan dibolehkan untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapanagan di Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Subbagian 

Verifikasi Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, selama empat puluh hari kerja, yang dimulai 
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pada tanggal Senin, 22 Juli 2019 sampai dengan Jumat, 13 September 

2019. 

Waktu melaksanakan Praktik Kerja Lapangan mengikuti dengan 

waktu bekerja pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu 

dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, dengan istirahat 

selama satu jam, yaitu pukul 12.00 sampai dengan 13.00. 

Untuk pakaian, pada hari Senin dan Rabu memakai pakaian atasan 

berwarna putih, untuk hari Selasa dan Kamis memakai pakaian atasan 

berwarna bebas, adapun hari Jumat memakai pakaian batik. Selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan membantu Ibu Sri 

Nisfia Sukarno yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Verifikasi 

Anggaran serta Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar. 

Berikut jadwal kerja praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: 

 

Tabel I. 1 Jadwal Kerja 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin - Jumat 07.30 - 16.00 WIB 12.00 - 13.00 
Sumber : Data diolah oleh penulis 

Tabel I. 2 Pakaian Kerja 

Hari Pakaian 

Senin dan Rabu Baju Putih 

Selasa dan Kamis Baju Bebas 

Jumat Baju Batik 

Sumber : Data diolah oleh penulis 
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3. Tahap Pelaporan 

Tahap laporan adalah proses penulisan laporan yang berisi tentang 

kegiatan praktikan selama empat puluh hari kerja melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Laporan 

Praktik Kerja Lapangan wajib dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan 

mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. 

Laporan ini di tulis saat praktikan telah selesai melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan, yang mana praktikan telah memperoleh data 

dan informasi dari pembimbing Praktik Kerja Lapangan praktikan, 

kemudian apabila kurang lengkap dapat diperoleh melalui website 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

Setelah sudah memperoleh data yang cukup praktikan mulai 

melakukan penyusunan laporan pada bulan Oktober 2019 sampai 

dengan Desember 2019. Selama penulisan laporan Praktik Kerja 

Lapangan ini disertai dengan bimbingan bersama Pak Choirul Anwar 

sebagai dosen pembimbing. 

Laporan ini dibuat sebagai syarat kelulusan mata kuliah praktik 

kerja lapangan yang berbobot dua Satuan Kredit Semester dalam rangka 

memperoleh gelar sarjana. Agar lebih jelasnya, berikut jadwal 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan praktikan: 
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Tabel I. 3 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Bulan / Tahapan 
Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des Jan 

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 

Perkuliahan & 

Observasi 
                        

Persiapan                         

Pelaksanaan                         

Penulisan 

Laporan dan 

Bimbingan 

                        

Seminar                         

Sumber : Data diolah oleh penulis 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Sejarah Perusahaan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia yang dikoordinasikan 

oleh Kementerian Negara Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta 

lembaga penelitian pertama, terbesar, dan terbaik di Indonesia. Berdirinya 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam menjalankan kegiatan 

ilmiahnya berawal sejak abad ke-16. Pada tahun 1956, melalui Undang – 

Undang Nomor 6 tahun 1956 pemerintah Indonesia membentuk Majelis 

Ilmu Pengetahuan Indonesia,  dengan tugas utamanya adalah: 

1. Membina berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Memberikan rekomendasi untuk pemerintah dalam hal tanggung 

jawab terhadap ilmu pengetahuan. 

Kemudian pada tahun 1962 pemerintah mencetuskan Departemen 

Urusan Riset Nasional, dan memposisikan Majelis Ilmu Pengetahuan 

Indoesia di dalamnya berserta tugas tambahan yaitu mendirikan serta 

membina beberapa Lembaga Riset Nasional. Dan pada tahun 1966 

pemerintah mengganti Departemen Urusan Riset Nasional menjadi 

Lembaga Riset Nasional. 

Kemudian Lembaga Riset Nasional dan Majelis Ilmu Pengetahuan 

Indonesia dibubarkan oleh pemerintah pada tahun Agustus 1967 merujuk 

pada Surat Keputusan Presiden RepubIik Indonesia nomor 128 tahun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Riset,_Teknologi,_dan_Pendidikan_Tinggi_Republik_Indonesia
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1967, selanjutnya berdasarkan Keputusan Majelis Permusyarakatan 

Sementara nomor 18/B/1967 pemerintah membentuk Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia sebagaai gantinya Lembaga Riset Nasional dan  

Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menampung seluruh tugasnya. 

Tugas pokoknya sebagai berikut: 

 

1. Membina berkembangnya ilmu pengetahuna dan teknologi yang 

terdapat di Indonesia sehingga memberi manfaat untuk 

mensejahterakan masyarakat khususnya di Indonesia. 

2. Menggali kebenaran ilmiah yang antara lain adalah kebebasan 

ilmiah, kebebasan penelitian serta menjamin dan mengakui 

kebebasan mimbar, selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

3. Merencanakan terbentuknya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(Tugas pokok tersebut kemudian dikendalikan oleh Menteri Negeri 

Riset dan Teknologi sejak 1991 dengan Keppres no. 179 tahun 

1991). 

Menindak lanjuti berkembangnya kemampuan nasional dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, organisasi lembaga-lembaga 

ilmiah di Indonesia telah pula mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. 

Menyikapi hal tersebut, peninjuan dan penyesuaian tugas pokok 

dan fungsi serta susunan organisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

terus dilakukan peninjauan dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi serta 
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struktur organisasi sesuai dengan tahap dan tujuan arah perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Di antaranya, penetapan Keputusan Presiden nomor 128 tahun 

1967 pada tanggal 23 Agustus 1967 diganti dengan Kepetusan Presiden 

nomor 43 tahun 1985, dan kemudian disempurnakan lagi pada tanggal 13 

Januari 1986 yang menetapkan Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1986 

tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan terkhir dengan 

Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001. 

Berikut daftar Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 

1969 - sekarang: 

1. Sarwono Prawirohardjo (1969-1973) 

2. Tb. Bachtiar Rifai (1973-1984) 

3. Doddy A. Tisna Amidjaja (1984-1989) 

4. Samaun Samadikun (1989-1995 

5. Sofyan Tsauri (1995-2000) 

6. Taufik Abdullah (2000-2002) 

7. Umar Anggara Jenie (2002-2010) 

8. Lukman Hakim (2010-20140 

9. Iskandar Zulkarnain (2014-2018) 

10. Laksana Tri Handoko (2018-sekarang) 

Sumber: http://lipi.go.id/ 

 

http://lipi.go.id/
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VISI: 

Menjadi lembaga yang berstandar internasional di bidang penelitian, 

pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam upaya 

meningkatkan kualitas bangsa yang dapat bersaing di kancah internasional. 

MISI: 

1. Melahirkan ide pemecahan masalah dalam ilmu pengetahuan yang 

berinovasi sehinga dapat mendorong dan meningkatkan kemampuan 

bersaing ekonomi bangsa. 

2. Memperluas ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya 

pelestarian dan pemanfaatam sumber daya yang berkelanjutan. 

3. Bidang ilmu pengetahuan Indonesia di mata dunia menjadi meningkat. 

4. Dengan kegiatan ilmiah, kualitas sumber daya manusia menjadi 

meningkat. 

 

LOGO: 

 

Sumber: http://Lipi.go.id 

Gambar II. 1 Logo Perusahaan 

http://lipi.go.id/
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Arti dan makna logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: 

a) Bentuk lingkaran merepresentasikan siklus kegiatan di Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia .   

b) Bentuk objek dari manusia yang merepresentasikan sebagai pelopor 

ilmu pengetahuan 

c) Bentuk pohon yang menggambarkan lambang ekspresi kehidupan 

kegiatan manusia. 

d) Bentuk wadah atau bokor yang merupakan sebagai pusat segala 

kegiatan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

e) Warna biru merepresentasikan sifat dan suasana yang tenang dalam 

berfikir sebagai landasan di dalam pengabdian pada ilmu pengetahuan. 

 

NILAI DASAR : Integritas Ilmiah 

MOTTO  : Integritas, Ilmiah, dan Unggul  

TAGLINE  : Membangun bangsa dengan ilmu pengetahuan 

PENGHARGAAN/PRESTASI : 

a) Meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa 

Keuangan selama enam tahun secara berturut-turut sejak 2013; 

b) Tahun 2015, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah menghasilkan 53 

paten, 425 jurnal internasional dan 887 jurnal nasional; 

c) TOP DIGITAL Implementation 2019 on Institution Non Ministry # Level 

Star 4 dan TOP IT Manager on Digital Implementation 2019 dari majalah 

It Works. 
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B. Struktur Organisasi 

Dalam mengelola lembaga organisasi diperlukannya suatu struktur 

organisasi. Berikut struktur organisasi di mana praktikan melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan yang mengacu pada peraturan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang 

organisasi dan tata kerja pada Biro Perencanaan dan Keuangan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

 

Sumber: humas@mail.lipi.go.id 

Gambar II. 2 Struktur Biro Perencanaan dan Keuangan 

 

mailto:humas@mail.lipi.go.id
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Berikut penjelasan dari struktur organisasi pada Biro Perencanaan 

dan Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

Tugas Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu antara lain, 

melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, 

anggaran, serta pengelolaan keuangan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan 

mengadakan fungsi: 

a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, 

rencana strategis, dan anggaran; 

b) Pengordinasian dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja; 

c) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi dan perbendaharaan; dan 

d) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan. 

 

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: 

1. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; 

2. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja; 

3. Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;  

4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 

 

1. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran  

Tugas Bagian Penyusunan Program dan Anggaran yaitu antara 

lain, melakukan penyiapan koordinasi dan pembuatan rencana program, 

kegiatan, rencana strategis, dan penyusunan anggaran. 
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Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Penyusunan Program 

dan Anggaran dibantu oleh: 

a) Subbagian Penyusunan Program dan Kegiatan 

Tugas Subbagian Penyusunan Program dan Kegiatan 

adalah melaksankan penyiapan bahan Koordinasi dan penyusunan 

rencana program, kegiatan, Rencana strategis, rencana kerja 

tahunan, dan Perjanjian kinerja. 

b) Subbagian Penyusunan Anggaran 

Tugas Subbagian Penyusunan Anggaran adalah melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran. 

 

2. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja  

Tugas Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yaitu 

melakukan penyiapan koordinasi dan pembuatan evaluasi dan 

pelaporan kinerja. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Evaluasi dan 

PelaporanKinerja dibantu oleh: 

a. Subbagian Evaluasi Kinerja; 

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

evaluasi kinerja. 

b. Subbagian Pelaporan Kinerja. 

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

pelaporan kinerja. 
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3. Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan  

Mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dokumen 

pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Verifikasi dan 

Perbendaharaan dibantu oleh: 

a. Subbagian Verifikasi Anggaran;  

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan 

verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran. Subbagian Verifikasi 

Anggaran juga menjadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

Membayar yang mempunyai tugas-tugas antara lain, menguji 

kebenaran dari Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen 

pendukungnya, menolak dan mengembalikan Surat Permintaan 

Pembayaran jika tidak memenuhi ketentuan untuk dicairkan 

dana, membebankan tagihan pada mata anggaran yang sudah 

tersedia, mengeluarkan Surat Perintah Membayar, menyimpan 

dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, melaporkan 

pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran, melaksanakan tugas dan wewenang 

lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan 

perintah pembayaran. 
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b. Subbagian Pembayaran dan Tuntutan Ganti Rugi. 

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

penyusunan kegiatan pengelolaan pembayaran, tuntutan ganti 

rugi, dan penggajian pegawai. 

 

4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengamatan, 

dan penanganan serta evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, 

anggaran kerja sama dan anggaran, mempersiapkan bahan dan 

penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Bagian 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dibantu oleh: 

a. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Anggaran 

Kerja Sama; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

realisasi penerimaan negara bukan pajak dan anggaran kerja 

sama. 

b. Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi pelaksanaan pengendalian dan penyusunan evaluasi 

anggaran. 
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c. Subbagian Pelaporan Keuangan.  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

C. Kegiatan Umum 

Mengacu pada peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pasal 2, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia mempunyai kegiatan utama yaitu menjalankan 

tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan yang 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia mengadakan fungsi yang antara lain: 

a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian 

ilmu pengetahuan; 

b) Penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar; 

c) Penyelenggaraan riset inter dan multidisiplin terfokus; 

d) Pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

e) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia; 

f) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di 

bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan 
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g) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di 

bidang perencanaan umum, Ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 

sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan Rumah 

tangga. 
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BAB III  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

A. Bidang Kerja 

Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan di Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia yang berlokasi di jalan Jenderal Gatot Subroto 

No.10 Jakarta Selatan 12710, selama 40 hari kerja. Praktikan di tempatkan 

pada Biro Perencanaan Keuangan pada bagian verifikasi anggaran 

membantu Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, tugas yang 

dilaksanakan praktikan antara lain: 

1. Menguji Surat Permintaan Pembayaran perjalanan dinas dan 

kelengkapan dokumen pendukungnya; 

2. Menerbitkan Surat Perintah Membayar menggunakan Sistem Aplikasi 

Satker; 

3. Mentransfer Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar ke 

Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara melalui Sistem Aplikasi 

Satker; 

4. Mengarsipkan dokumen Surat Perintah Membayar. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama empat 

puluh hari kerja yaitu dimulai pada bulan Juli sampai dengan September. 

Sebelum memulai melakukan pekerjaan, praktikan diberikan arahan 
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terlebih dahulu mengenai tata cara serta peraturan instansi, mempelajari 

panduan teknis Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar, dan 

cara mengoperasikan Sistem Aplikasi Satker agar praktikan dapat 

membuat Surat Perintah Membayar dengan aplikasi tersebut. 

Praktikan awalnya diberikan arahan terlebih dahulu oleh 

pembimbing dengan cara melihat langkah-langkah proses pekerjaan 

tersebut menggunakan Sistem Aplikasi Satker yang dilakukan oleh 

pembimbing praktikan, sehingga selanjutnya praktikan dapat 

mengikutinya untuk membantu pekerjaan Pejabat Penandatangan Surat 

Perintah Membayar. Setelah diberikan arahan apabila ada yang kurang 

dimengerti maka praktikan diperbolehkan bertanya. Berikut penjabaran 

pekerjaan yang dilakukan praktikan selama melaksanakan praktik kerja 

lapangan pada Subbagian Verifikasi Anggaran, Biro Perencanaan dan 

Keuangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: 

 

1. Menguji Surat Permintaan Pembayaran perjalanan dinas dan 

kelengkapan dokumen pendukungnya 

Praktikan ditugaskan membantu Pejabat Penanda tangan Surat 

Perintah Membayar dalam melakukan pengujian Surat Permintaan 

Pembayaran perjalanan dinas dan kelengkapan dokumen 

pendukungnya. Perjalanan dinas ini dilakukan untuk tujuan pelaksanaan 

tugas dan fungsi satuan kerja. 

Seperti yang telah disebutkan pada Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.05/2012, Surat Permintaan 



 

 

25 
 

Pembayaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 

Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen pendukungnya ini 

dijadikan dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar. 

Input dari pekerjaan ini terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran 

dan dokumen pendukungnya. Praktikan menguji Surat Permintaan 

Pembayaran perjalanan dinas beserta dokumen pendukungnya. Berikut 

dokumen-dokumen pada Surat Permintaan Pembayaran perjalanan 

dinas yang meliputi: 

1. Dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran perjalanan 

dinas yang sudah dilaksanakan: 

a) Daftar normatif perjalanan dinas yang ditandatangani oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen yang berisikan informasi terkait 

pihak yang melakukan perjalanan dinas, tempat tujuan 

perjalanan dinas, waktu keberangkatan perjalanan dinas, lama 

perjalanan dinas. Daftra normatif juga harus sudah 

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat 

Pembuat Komitmen. (Lampiran 9) 

b) Surat tugas (Lampiran 10) 

c) Surat perjalanan dinas yang sudah ditandatangani oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (Lampiran 10) 

d) Kuitansi (Lampiran 12) 
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e) Daftar pengeluaran riil (jika tidak ada bukti transport) 

(Lampiran 13) 

f) Laporan perjalanan dinas (Lampiran 11) 

g) Tiket – boarding pass 

h) Surat undangan/agenda (jika ada) 

2. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran perjalanan dinas yang 

belum dilaksanakan: 

a) Daftar normative (Lampiran 9) 

b) Surat tugas (Lampiran 10) 

c) Surat undangan /agenda (jika ada) 

d) Tiket (jika sudah dipesan) 

e) Pemesanan kamar (jika sudah pesan) 

Proses dari pekerjaan ini, praktikan menguji Surat Permintaan 

Pembayaran perjalanan dinas dan dokumen pendukungnya dari Pejabat 

Pembuat Komitmen untuk kesesuain dan kelengkapan dokumen yang telah 

disebutkan dan sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, 

Bendahara Pengeluaran, dan pelaksana kegiatan. 

Output dari pekerjaan ini yaitu Surat Permintaan Pembayaran 

perjalanan dinas dan dokumen pendukungnya yang sudah sesuai dan 

belum, ketika sudah sesuai maka Surat Permintaan Pembayaran perjalan 

dinas dan dokumen pendukungnya tersebut dapat diterbitkan Surat 

Perintah Membayar. Apabila belum sesuai, maka Surat Permintaan 
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Pembayaran tersebut dikembalikan lagi ke Pejabat Pembuat Komitmen 

untuk dilengkapi atau diperbaiki. 

 

 

2. Membuat Surat Perintah Membayar menggunakan Sistem 

Aplikasi Satker 

Input dari pekerjaan ini yaitu Surat Permintaan Pembayaran beserta 

dokumen pendukungnya yang sudah diuji kebenaran, keabsahan, dan 

kelengkapannya telah sesuai untuk diterbitkan Surat Perintah 

Membayar.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 190/ PMK.05/2012, Surat Perintah Membayar adalah dokumen 

yang dikeluarkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 

yang keperluannya adalah untuk mencairkan dana yang sumbernya 

dari Daftar Isian Pelaksaan Anggaran. Menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.05/2012, Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang 

digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

Sesuai dengan ketentuan, Surat Perintah Membayar diterbitkan 

dari Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menggunakan 

sebuah aplikasi yang disebut Sistem Aplikasi Satker. Sistem Aplikasi 

Satker merupakan sistem aplikasi keuangan yang berfungsi untuk 
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melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pada tingkat satuan 

kerja (Winarno & Santoso, 2015). 

Sistem Aplikasi Satker dibuat oleh Ditjen Perbendaharaan 

Keuangan dan diberlakukan sebagai sistem wajib yang harus 

diterapkan para pengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara di setiap instansi pemerintah baik yang kementrian maupun 

lembaga. 

Sistem Aplikasi Satker dapat membantu tugas pengelola 

keuangan yang terutama untuk bendahara dalam menjalankan aktivitas 

penatausahaan, pembukuan dan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban menjadi lebih mudah. 

Semua Surat Permintaan Pembayaran yang diterbitkan oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen secara otomatis terinput di Sistem 

Aplikasi Satker ketika Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

Membayar membuka Sistem Aplikasi Satker pada akun milik Pejabat 

Penandatangan Surat Perintah Membayar, sehingga praktikan cukup 

memasukan tanggal Surat Perintah Pembayaran. Namun apabila ada 

Surat Permintaan Pembayaran yang ditolak, maka Surat Permintaan 

Pembayaran tersebut tidak boleh diterbitkan Surat Perintah Membayar. 

Surat Permintaan Pembayaran yang belum sesuai tersebut harus 

diperbaiki atau dilengkapi terlebih dahulu sehingga dapat diterbitkan 

Surat Perintah Membayar. 
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Berikut proses untuk membuat Surat Perintah Membayar 

menggunakan Sistem Aplikasi Satker: 

a. Membuka dan login Sistem Aplikasi Satker dengan memasukan 

user dan password; (Lampiran 14) 

b. Pada bagian atas pilih menu <SPM>; (Lampiran 14) 

c. Klik menu <Catat, Batal, dan Hapus SPM>; (Lampiran 14) 

d. Masukan tanggal pada menu <tanggal dan sampai dengan tanggal> 

Surat Perintah Membayar yang ingin dicetak, sehingga muncul 

daftar Surat Perintah Membayar pada tanggal tersebut; (Lampiran 

14) 

e. Pilih Surat Perintah Membayar yang ingin diterbitkan dengan cara 

klik <proses>; (Lampiran 14) 

f. Pada bagian sebelah kanan layar, terdapat menu <jenis cetakan> 

pilih <SPM Ulang>; (Lampiran 14) 

g. Di bawah menu <jenis cetakan> terdapat menu <cetak ke> di situ 

terdapat dua pilihan antar lain, layar dan printer, di sini kita 

memilih yang printer, kemduian klik <cetak>; (Lampiran 14) 

h. Klik <properties> untuk menentukan berapa lembar yang ingin 

dicetak yang mana adalah harus mencetak empat lembar yang 

masing-masing dua lembar untuk diserahkan kepada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara, satu lembar untuk diserahkan 

kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai arsip, dan satu lembar 
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lagi untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 

sebagai arsip. (Lampiran 14) 

i. Bagian terakhir, klik <proses>. (Lampiran 14) 

 

Output dari pekerjaan membuat Surat Perintah Membayar 

menggunakan Sistem Aplikasi Satker yaitu Surat Perintah Membayar 

baik yang berbentuk hardcopy/fisik maupun yang softcopy/arsip data 

komputer yang tujuannya diberikan kepada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara agar diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran 

Dana. 

Dalam pengiriman hardcopy Surat Perintah Membanyar, ada 

pegawai secara khusus untuk mengantar ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara, yang mana pegawai tersebut sudah terdaftar 

di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, di Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia ada tiga pegawai yang dapat mengantar Surat 

Perintah Membayar. Maka selain pegawai yang telah terdaftar tersebut, 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tidak dapat menerimanya. 

 

3. Mentransfer Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar ke 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui Sistem 

Aplikasi Satker 

Setelah Surat Perintah Membayar telah dibuat maka langkah 

selanjutnya adalah tranfer Surat Perintah Membayar ke Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara. Seperti yang telah disebutkan pada 
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bidang kerja nomor 2 Ada dua bentuk Surat Perintah Membayar yang 

ditransfer kepada Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara antara lain 

yang berbentuk hardcopy dan softcopy atau yang disebut arsip data 

komputer. Di sini praktikan hanya mentransfer Surat Perintah 

Membayar yang berbentuk Arsip Data Komputer melalui Sistem 

Aplikasi Satker. 

Input dari kegitan ini merupakan Arsip Data Komputer Surat 

Perintah Membayar. 

Berikut langkah-langkah prosesnya sebagai berikut: 

a. Klik  menu <Utiliti>, kemudiah pilih <Transfer SPM ke KPPN> 

sehingga layar Trasnsfer SPM ke KPPN terbuka. (Lampiran 14) 

b. Input  tanggal Surat Perintah Membayar (Lampiran 14) 

c. Klik <ADK SPM>  untuk memilih jenis pembayaran, di sini ada 

tujuh pilihan jenis pembayaran, untuk menentukannya, praktikan 

melihat di Surat Permintaan Pembayaran, (Lampiran 14) 

 

Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan dari jenis-jenis pembayaran: 

1. Satker untuk penerima pembayaran pada transaksi yang 

dibayarkan oleh bendahara pengeluaran;  

2. Penyedia Barang dan Jasa untuk penerima pembayaran pada 

transaksi yang pekerjaannya didasarkan secara kontraktual; 

3. Pegawai untuk penerima pembayaran pada kegiatan belanja 

pegawai yang diberikan untuk satu atau lebih  dari satu 

penerima; 
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4. Bagian Anggaran 999 atau Penerima Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk penerima 

pembayaran pada kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan BA BUN; 

5. Transfer Daerah atau penerima transfer daerah untuk penerima 

pembayaran pada kegiatan belanja transfer daerah yang 

diberikan untuk satu atau lebih dari satu penerima; 

6. Penerusan Pinjaman atau penerima penerusan pinjaman untuk 

penerima pembayaran pada kegiatan yangberhubungan dengan 

penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium dan bantuan 

social yang diberikan untuk satu atau lebih dari satu penerima; 

7. Lain-lain untuk penerima pembayaran pada kegiatan yang 

berhubungan dengan pengembalian belanja, pengembalian 

pendapatan, dan lain sebagainya. 

d. Kemudian pilih Non Kontraktual atau Kontraktual, dan pilih lagi 

apakah  Ganti Uang Persediaan (GUP) atau Non GUP; (Lampiran 

14).  

e. Tentukan direktori tujuan penyimpanan dengan membuka folder 

yang sudah dibuat, apabila belum membuat folder maka harus 

membuat folder terlebih dahulu untuk menyimpan tujuan Arsip 

Data Komputer, untuk mempermudah dalam pengelompokannya, 

namakan folder tersebut dengan tanggal Surat Perintah Membayar 

tersebut; (Lampiran 14) 
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f. Muncul daftar Surat Perintah Membayar, klik <transfer>; 

(Lampiran 14) 

g. Membuka aplikasi PINPPSPM untuk melakukan injeksi.  Pejabat 

Penandatangan Surat Perintah Membayar merupakan tanda tangan 

elektronik dari  Surat Perintah Membayar dengan bentuk Personal 

Identification Number yang sudah didaftarkan ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara; (Lampiran 14) 

h. Selanjutnya memasukan  Personal Identification Number tersebut 

untuk menandatangani Arsip Data Komputer Surat Perintah 

Membayar. Personal Identification Number ini juga bersifat rahasia 

karena agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab; (Lampiran 14)  

i. Setelah muncul tampilan aplikasi PINPPSPM, buka folder di mana 

tempat penyimpanan file Arsip Data Komputer Surat Perintah 

Membayar, sehingga muncul daftar Arsip Data Komputer Surat 

Perintah Membayar yang telah di simpan sebelumnya; (Lampiran 

14) 

j. Masukan kode barcode yang tertera di bagian sebelah kiri bawah 

Surat Perintah Membayar yang telah dicetak sebelumnya; jika 

benar maka ada pemeberitahuan bahwa Surat Perintah Membayar 

telah terdaftar; (Lampiran 14) 

k. Setelah itu klik <inject PIN> dan masukan Personal Identification 

Number . (Lampiran 14) 
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Output dari kegiatan ini merupakan Surat Perintah Membayar yang 

telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

tujuannya untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. 

Terdapat dua sifat pembayaran dalam pelaksanaannya, antara lain 

pembayaran uang persediaan dan pembayaran langsung. Menurut 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ 

PMK.05/2012, Pembayaran uang persediaan adalah uang muka kerja 

dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran 

untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak 

mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Sedangkan 

pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan kepada 

Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, 

surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya. 

 

4. Mengarsipkan Surat Perintah Membayar 

Arsip adalah kumpulan dari surat-menyurat yang terjadi dikarenakan 

adanya pekerjaan, aksi, transaksi dokumen yang disimpan sehingga ketika 

dibutuhkan dapat dipersiapkan untuk melaksanakan tindakan selanjutnya 

(Simanjuntak, Suryadi, & Silaen, 2017).  

Pengarsipan tidak hanya menyimpan saja, tetapi menyangkut 

penempatan dan penemuan kembali, sehingga ketika diperlukan dapat di 

ketemukan dengan mudah, cepat dan tepat. Pengarsipan dilakukan oleh 

setiap perusahaan baik dalam pemerintahan ataupun perusahaan swasta. 
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Kegiatan pengarsipan suatu yang penting karena berpengaruh dalam 

menunjang kelancaran jalannya kegiatan di Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia. 

Input dari kegiatan pengarsipan ini berupa Surat Perintah 

Membayar. Setiap unit kerja melakukan dan mempertangungjawabkan 

dokumennya masing-masing, begitu juga pada Pejabat Penanda tangan 

Surat Perintah Membayar yang bertanggung jawab mengarsipkan 

dokumen Surat Perintah Membayar. 

Proses dari pekerjaan pengarsipan ini praktikan mengarsipkan 

berkas Surat Perintah Membayar dengan cara mengklasifikasi sesuai 

dengan jenis belanjanya. Setelah Surat Perintah Membayar 

diklasifikasikan sesuai jenis belanjanya, Di kementrian atau lembaga 

pemerintah terdapat tiga jenis belanja utama antara lain meliputi belanja 

51, 52, 53 yang masing-masing belanja pegawai, belanja barang, belanja 

modal. Setelah mengklasifikasi jenis belanjanya, selanjutnya praktikan 

mengurutkan Surat Perintah Membayar tersebut berdasarkan tanggalnya, 

dari waktu tanggal yang terlama ke waktu tanggal yang terbaru. 

Output dari pengarsipan ini berupa berkas Surat Perintah 

Membayar yang sudah terarsip. Tujuan dari melakukan pengarsipan ini 

antara lain, untuk mengambil keputusan, untuk proses perencanaan, 

pengawasan, dan sebagai bukti. 
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C. Kendala Yang Dihadapi 

1. Penolakan pada Sistem Aplikasi Satker ketika mentransfer  Arsip Data 

Komputer Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara 

Surat Perintah Membayar yang dicetak mempunyai angka 

barcode yang mana digunakan untuk mentransfer Arsip Data Komputer 

Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara, namun ketika ingin menginput angka barcode yang tertera pada 

Surat Perintah Membayar tersebut, Sistem Aplikasi Satker melakukan 

penolakan. 

2. Terdapat beberapa singkatan yang belum diketahui praktikan 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan praktikan 

menemukan beberapa singkatan yang belum diketahui seperti singkatan 

SPP, SPM, PPK KPPN, LS, UP, SP2D, dan lain sebagainya. 

Karena hal tersebut, praktikan kurang  memahami konteks dari 

pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing praktikan di Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, sehingga menghambat tugas-tugas praktikan. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

1. Penolakan pada Sistem Aplikasi Satker ketika mentransfer Arsip Data 

Komputer Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan 

Perbendahraan Negara 

Untuk mengatasi kendala ini, praktikan dengan segera mencetak 

ulang untuk mendapat angka barcode Surat Perintah Membayar yang 
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baru untuk ditransfer ke Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara . 

Dengan dilakukan hal tersebut dapat dengan segera permasalahan yang 

terjadi teratasi dan terselesaikan dengan baik. 

2. Terdapat beberapa singkatan yang belum diketahui praktikan 

   Dalam mengatasi kendala kedua ini praktikan mencari tahu 

kepanjangan dari singkatan-singkatan tersebut dengan cara praktikan 

mencari di internet atau bertanya kepada pembimbing, kemudian agar 

tidak lupa, praktikan mencatatnya pada sticky note yang praktikan 

tempel di komputer. Dengan melakukan cara demikian praktikan dapat 

mengerti dan memahami maksud dari tugas yang diberikan oleh 

pembimbing sehingga pekerjaan yang diberikan terselesaikan dengan 

baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 
 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 

memperoleh banyak pengetahuan yang didapat praktikan selama ini dan 

memperoleh pengalaman tentang dunia kerja yang berguna untuk 

praktikan nantinya setelah lulus kuliah dalam menghadapi dunia kerja 

sesungguhnya. Dalam kurun waktu empat puluh hari yang dimulai pada 

tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan 13 September 2019 praktikan 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia, praktikan dapat memperoleh pengetahuan yang baru di dalam 

instansi pemerintah, diantara: 

1. Mengetahui proses dalam kegiatan perjalanan dinas yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah. 

2. Mengetahui cara mengoperasikan Sistem Aplikasi Satker untuk 

melakukan tugas membuat Surat Perintah Membayar dan mentrasfer 

Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar kepada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara: 

3. Mengetahui tugas-tugas dari Pejabat Penanda tangan Surat Perintah 

Membayar dalam perannya sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara. 
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B. Saran 

Didasari pengalaman yang diperoleh praktikan selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat memberikan saran 

kepada berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Praktikan 

a. Untuk mempersiapkan Praktik Kerja Lapangan lebih baik lagi 

dengan tidak mencari atau melamar tempat pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan di waktu yang mepet dengan waktu pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan yang sudah ditentukan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

b. Melamar di beberapa perusahaan sebagai cadangan apabila 

perusahaan yang satu tidak menerima maka masih ada kesempatan 

di perusahaan lain yang sudah dilamar, jadi tidak hanya menunggu 

pada satu perusahaan saja untuk mengetahui apakah perusahaan 

tersebut menerima atau tidak. 

c. Praktikan harus mengetahui singkatan-singkatan mengenai hal-hal 

yang berkaitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 

2. Bagi Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarata 

a. Sebaiknya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan di akhir 

tahun sehingga mahasiswa lebih mudah dalam mendapat tempat 

Praktik Kerja Lapangan karena perusahaan sedang peak season. 
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b. Birokrasi dalam pengajuan surat Praktik Kerja Lapangan 

dipermudah dan dipersingkat. 

3. Bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

a. Lebih mempersiapkan dalam menempatkan posisi 

mahasiswa/mahasiswi yang ingin melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan, sehingga lebih jelas untuk mahasiswa/mahasiswi yang 

melaksanakan Praktik Kerja Lapanagan tersebut dalam 

melaksanakan tugas kerjanya. 

b. Memberikan fasilitas uang transport dan makan secara pasti kepada 

mahasiswa/mahasiswi yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
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Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 Daftar Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 Surat Keterangan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 Tempat Kerja Praktikan 
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Lampiran 7 Surat Perintah Membayar 

 

 

 



 

 

56 
 

Lampiran 8 Surat Permintaan Pembayaran 
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Lampiran 9 Daftar Normatif 
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Lampiran 10 Surat Tugas 
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Lampiran 11 Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
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Lampiran 12 Rincian Biaya Perjalanan Dinas 
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Lampiran 13 Daftar Pengeluaran Riil 
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Lampiran 14 Membuat Surat Perintah Membayar menggunakan aplikasi SAS 
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Lampiran 15 Pengarsipan 
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Lampiran 16 Mencatat Nomor SPM yang Dokumennya akan diantar ke PPK 
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Lampiran 17 Struktur Organisasi   
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Lampiran 18 Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing 

 


